
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 107 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 107 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN 
PEMBERIAN KUASAMENANDATANGANI KEPUTUSAN 

DAN SURAT-SURAT LAINNYADI BIDANG 
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

GUBERNURJAWATENGAH, 

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan dan tertib 
administrasi kepegawaian telah ditetapkan 
Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 17 Tahun 
2001 ten tang Pendelegasian Wewenang 
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Mengingat 
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Menetapkan dan Pemberian Kuasa 
Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat 
S urat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
dan keadaan, maka perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Pendelegasian Wewenang 
Menetapkan Dan Pemberian Kuasa 
Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat 
Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

· 1. Undang-Undang Norn or 10 Tahun 1950 tentang 
pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ·55, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3093); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun2007 tentang 
Pembagian UrusanPemerintabanAntaraPemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi DanPemerintahan 
Daerah Kabupaten/K.ota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tsntang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4014); 

6. PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang 
PengadaanPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4016); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
KenaikanPangkatPegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4019); 

MEMUTUSKAN.: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENDELEGASIAN WEWENANG ME 
NETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA 
MENANDA TANGANI KEPUTUSAN DAN 
SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG 
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHPROVINSI JAWATENGAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah. 

4. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian mandat dari 
Gubemur Jawa Tengah kepada Pejabat yang ditunjuk di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
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5. , Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
selanjutnya disingkat BKD. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS. 
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanju1nya disingkat 

CPNSD. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPNS. 

9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD. 

BABII 
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN 

KU ASA 
Pasal2 

Pemberian delegasi wewenang kepada Pejabat Di Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah dan Pemberian kuasa kepada Pejabat Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Gubemur. 

Pasal3 
(1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat mendelegasikan 
wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lainnya. 

(2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi 
wewenang memberikan kuasa untuk atas namanya 
menandatangani Keputusan atau Surat-Surat Lainnya Di Bidang 
Kepegawaian kepada Pejabat Lain di Lingkungannya. 

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang menerima delegasi 
wewenang. 
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Pasal4 
Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 berhalangan, maka Kuasa terse but dapat dilaksanakan oleh 
Pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa. 

BAB III 
KETENTUANPERALIHAN 

Pasal5 

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubemur ini, maka 
Keputusan Gubemur Jawa Tengah 17 "Iahun 2001 tentang 
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa 
MenandatanganiSurat-SuratKeputusandanSurat-SuratLainnya 
Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini 
akan diatur lebih lanjut. 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal6 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkanPengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 5 Agustus 2008 
GUBERNURJAWATENGAH, 

ttd 
ALIMUFIZ 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 5 Agustus 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 
ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 107 
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LAMPIRAN 
PERA TURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 107 TAHUN 2008 
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008 

DELEGASI WEWENANG MENETAPKAN DAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT- SURAT LAINNYA DI BIDANG 
KEPEGAWAIAN DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

NO KEPUTUSANIKEGIATAN �-�· ,� .. � ����· ..... ,.. ... ,.., '"''""'uu:u:l'(I BAGI PNS GOL RUANO ESELOt KETERANGAN DELFGASI WEWFNANG KUA SA 
1 2 3 4 5 6 

1 Keputusan Peng1ngbten CPNSO . Kopalo BKD u., Uc,IUo,IVc,IIUa,111/b dan IIVc 

2 Keputusari Peng1ngkatan CPNS menjad4 Kepola BKD . IIUa, 111/b, dan 111/c Kecuali bogl CPNS yg •-•• atau 
PNSD Kabld Mutasi BKD . Ua,Uc,IUa,11/b dan IUc cacat kanm• Dina, 

3 Keputusan Kenalkan Pangkal Kepola BKD . IIUo, lid iiUd KecuaU Kenaikan P1ngkat Anumert1 
Kobld Mullsl BKD . lib, lid IUd dan Kenalkan Pangkat Pengabdtan 

4 Keputusan Sementa"' Kenolkan Pongkat Kepala SKPD Pemerintah Semua Gotongan Ruang llltlngk1mgan mulng - masing 
Anumerta Provins! J-. Tengah 

5 Kepultlson Pemindohan : 
a. Pemindahan antar Kabup1ten/Kota . Sekretaris Dae"'h . IV/a lid IV/c 

dalam Provlnsi • Kopalo BKD . IIUa, lid IIUd . Kabld Mutest BKD . lib, lid IUd 
b. Pemindahan antara Kabupaten/Kota . Sokretarts DH"'h IV/a lid IV/c 

ke Provins! atau sebaliknya . Kepalo BKD . IIVa, lid IIVd . Kabld MutHI BKD . lib, lid IUd 
c. Pomindahan ontor SKPD Provinlli Sokretart• Dae"'h . IV/a lid IV/c 

J1wa Tengah . Kepola BKD . IIUa, lid IIVd . Kabld Mutasl BKD 1/b, lid IUd 

d. Pemlndohon antar wtlayah kerja di Kopala BKD Pn>Yinll · . Semu1 Golongan Ruang 
llngkungon DlnaliKantorlLombogo J-.Tengah Tenaga Tldok Tetap 
Prov. 
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6 Pengangakatan dan Pembertientlan • Sekretaris Oaereh Eselon Ill dan Eselon IV 
dalam dan dart J1batan Struktur1I 

7 Keputusan Pengangkatan dan 
Pemberhenti1n dal1m dan dari Jabatan 
Fungalonol 
a. Panya1u1lan, Pangangkatan Pertama, S.kretaris Oaerah 111/b, s/d IIVd • Bagi Jenjang Muda/Panyelia ka 

Pangangkatan kembali dan Kepale BKO 1/b, s/d 1111• bawah 
Pemberhentian dart Jabatan 

b. Pambeb�san Sementara dan Kenaikan Kepata BKO 111/b, s/d 111/d • Bagi jenjang Muda/Penyella ke 
Jabatan Kabid Pengemb. Peg BKO . Vb, s/d nva bawah 

8 Keputusan Penetapon Angko Kredlt Sekretaruo Oaerah . IV/a s/d IV/b 
Jabatan Fungslonal Kepala BKO 

Kabid Pengemb. Peg BKD 

9 Keputuaan Pemberhantlan Sementara Sekrataris Oaerah . Eselon Ill dan IV Termasuk pajabat fungsional 
dori Jabotan Negeri . Kepala BKO . Ill/a s/d 111/d jenJang Muda Penyella ke bawah . Kabld Umum Kepeg BKD 1/b, s/d 11/d . Kabid Mutasi BKD Vb, s/d 11/d Bagi PNS yang diberhenllkan dari 

Jabatan Negeri karena akan 
mencapal batas usia pensiun 

1 O Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah . Eselon Ill dan IV Termasuk pejabat fungsional 
Organik Kepala BKD . IIVa s/d IIVd jenjang Muda!Penyella ke bawah 

Kabid Umum Kepag BKD 1/b s/d 11/d 

11 Kaputusan PengaktWan kambali • Sekretris Oaerah Esalon Ill dan IV 
• Kepala BKD . IIVa s/d IIVd 
• Kabid Umum Kepag BKD . Vb s/d 11/d 

12 Keputusan Pemberhenllan Tugas • Kepala BKO Va s/d IIVd 
Belajar dan Penempalan Kemball 

13 Keputusan Peninjauan masa kerja • Kop1le lll<D . IIVI s/d 111/d 
• Kabld Mui.Ill Bl([) . 1/b lid IUd 

14 Keputusan Pemberian atau penolakan Kepala SKPO Provinli . VI s/d 11/d DiUngkung•n maslng - masing 
izin perkawinan atau perceralan Jawa Tengah 

15 Ralat I Perbaikan Keputusan • Atfaten Admnilnll 8elcclll 8omu1 golongon n,1ng • Bagi KEPUTUSAN yang dttonda . tangani Gubemur •t•u Sakda 
• Klpa8KO Somu• golongon Nang • Sesual KEPUTUSAN y1ng dlral1t 
• Mallng-ffllling l<lblcl BKO 

16 Surat lzin Cuti: Kepalo SKPD Provins! 8omu1 golongon Nlng • OiNngkungan maslng-maslng 
a. Culi lahunan, Cuti sakil yg tdk leblh Jawa Tengah • Kacuall Cuti yg dllak11n1k1n 

dari 14 hari, Cuti bersalln dan Cuti dlluarnegeri 
karena alasan penting 

b. Cuti diluar tanggungan negara, Cuti • KoplllBKO . Va, 11/d MVd 
besar dan Cuti aakil yg lebih dari 14 
hari 

17 Surat lzin belajar . ---o...tl . 83 
• K..,_Bl(I) . 81 dan82 . Klbld Mullll BKO . 04keblWOh 

1 B Surat izin penggunaan gelar ke • 8ekm8rlt a.- . 83 
sarjanaan • KlpalallKO . 82 

• Kobld-.BKO . 81k•b- 

19 Surat izin usaha Kopala SKPD Provlnll • Kop•BKO . V1, s/d IIVd 
Jawa Tengah 

20 Surat pemberitahuan kenaikan gaji Kepota SKPO Provlnll 8emua Golong1n Ruing Oiffngkung1n mulng - m11lng 
berkala ( SPTKG ) J1wo Teng1h 

21 Surat pemberitahuan penghentian Kepllla SKPO Provlnll 8omua Golong1n Rueng Ofllngkung1n mulng - m1olng 
pamb•yaran gaji JowaTengoh 
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0 22 Surat Tenda Tamai Pendidtkan dan Kepola SKPD Provlnol Sekretaris Oaef'ah dan IIU1 s/d IIVe 

Polatihon ( STIPP ) Prajabatan Jawa Tongah Kop1l1 Badon Dilda! 
Kepala BKD don Kopala Va, Ve, IVa, 11/b dan IVe 
Badan Dlkl1t 

23 Surat Tonda Lulu, Ujian Dlnaa (STLUD) Kepola SKPD Provlnll Sekretari1 Doorah . U�on Dinos Tk II 
dan Surat T�nda Lulu, Ujian Jawa Tengah Penyesualan tjazah 0-4 
Panyoaualan ljaz1h (STLUPI) Keata1 

• Kopala BKD . Ujian Dinn Tk. I 
Ponyoau1ian ljazah 0-3 
ke bowah 

24 Pangambilon 1umpah Job1tan don Kepolo SKPD Provlnll • Sakratoria Oaerah . Eaalon Ill 
Pemyataan Pelantikan Jowa Tangah . Eaalon IV OiOngkung1n ma1ing-masing 

25 Pengambltan Sump1h/J1n� PNS dan Kap1l1 SKPD Provlnal Kepalo BKD Semua Golongan Ruang Oilakuklin beraamaan dalam 
Pembuotan Berita Aeon, J1wa Tengoh 1uatu pariodo tertentu , 

26 Surat Pamy1taon Mandudukl J1b1t1n Koplla SKPD Provinal . Samu• Golongon Ruang DHlngkungon moslng • maolng 
1tau Surat Pomyotoan Molak11n1kon Jawa Tengah 
Tug11 

27 Pfi!ngesahan Salinan dan Pelikan • Kobid Mutool BKD Vo, Ve, IUa, 11/b, IVc 
Keputuaan: IIVo, 111/b dan IIVe 
1. Peng1ngk1tan CPNS 

b. Pongongkotan don Pombefhontlan • Sektetaria Dae,..h . Eaalon I 
dalam don dari Job1t1n Struktun,I • A&laten Admlnlslraol Sekdo . Eaalon Ill dan IV 

c. Kenaikan Pangkat • Sekretaris Oaerah . . IV/1 s/d IV/a 

• Kapala BKD IV/1 aid IV/e . IIUa aid IIVd 

• Kabid Mutast BKD . . Vb aid IUd 

• Kasubbid Pengangkaten . . IIV1 aid IV/e 

dan Kepangkatan BKD . Somua jenjang pendldlkan Termasuk Dlklat Kader 
d. lzin perkawinen atau perceraian • Kopala BKD 

e. Penunjukan tugas belajar • Kabld Pengemb Peg BKD 

28 Surat perintah penugasan Dlklat . • 8alnllrtl Offl'IIII Ol<11tplm II 

Kepemimpinan 
• -'-AdmSakda Olklalpim Ill, IV 

• 8akl'lll8r1o OHl'llh . IV/I aid IV/e 
29 Surat perintah penugasan Oiklal Tekni1 • 1<9p ... llKD . IIVc aid IV/1 

dan Diklot Fungstonal • Kabld Pengamb Peg BKD . Va s/d 111/b 

30 Nola Usul •tau persetujuan Kep1la BKN 
• KepetaBKD Vo, Ve, IUa, 11/b, IVe 

a. Pengangkatan CPNS dan nvo, 111/b don IIVe 
Pengangkatan CPNS menjodi PNS 
yang lebih dari 2 Th . Kopate BKD Samul golongon Nong 

b. Pengoktifan kemb1H • Kabld Mutul BKD Samul gotongon Nlng DI ingkungon m•aln9 • maslng 
c. Mutasi lain·leln 

Kapalo SKPD Provlnll Samua gotongon Nang Bagi PNS pado Kantor/Lamboga 
31 Surat Keterangan Ur1lan Tugaa 

Jowa Tonglh 
Provlnal yg aetlngkot Eoelon Ill 

Kapala BKD • Batuetaril OH<wh . IV/1 aid IV/a 
32 Sural pemyataan persetujuan pindah 

• -A-lalrali Sakdo . Vo aid IIVd 
(lolos butuh) 



33 Surat pengont.r ponglrtmon keputuHn . llekralartl/Kopole Bldong Semua gotongon ruong Semua bldong moling-mulng 
pado BKD kecuoll dltentukon loln 

34 su ... 1 peng•ntair uaul peng•ngkatan . KepotoBKD Bomua golongon ruong 
CPNSD 

·35 Surat pengonlar uaul Ko,peg, Konl1 . Kobld Ookumontul don Bemua golongon ruong 
dan Karau pongotohon dot• BKD 

38 Surat permlntoon pengujion kesehoton Kopola SKPD Provlnll Somuo gotongon ruong DI Nngkungon mooing • mosing 
kopodo dokter pongujl laraendlrt atou Jowo Tongoh 
Tim Pongujl kHeholan PNS 

37 Surat lapon,n tenlang � yg Kopoto BKPD Promol Bemuo golongen NOng DI 1inQ1WnQOn moq - mooing 
mengoklbotkon PNS tewa1 olaU cmcat J..,.Tengoh 

38 Surot PomyotHn tldok pamoh dijatuhl Kopalo SKPD Provtr,11 &emu• golongon ruong DI llngkungon mHlng • mulng 
hukumon dlliplln tlngk•t berot JowaTongoh 

39 Pemberion lzln 11t,ogot Colon Kepolo KopolaBKO Semuo gotonoon NOllg 
Dou 

Oubemur Jowo Tengoh 
ltd 

All Muflz 


